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Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun
2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum, pembinaan keuangan badan
layanan umum dilakukan oleh Menteri Keuangan;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun
2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum, pemeriksaan intern badan
layanan umum dilaksanakan oleh satuan pemeriksaan
intern yang merupakan unit kerja yang berkedudukan
langsung di bawah pemimpin badan layanan umum;
bahwa untuk mewujudkan pola tata kelola badan
layanan umum yang mampu meningkatkan akuntabilitas

dan transparansi pengelolaan keuangan badan layanan
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Mengingat

Menetapkan

1.

umum serta memberikan pedoman dan standardisasi
sistem pengendalian intern pada badan layanan umum,
Menteri Keuangan sebagai pembina keuangan badan
layanan umum sebagaimana dimaksud dalam huruf a
mengatur sistem pengendalian intern pada badan
layanan umum;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Sistem

Pengendalian Intern pada Badan Layanan Umum;

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4890);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PADA BADAN LAYANAN UMUM.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Badan Layanan Umum yang selanjutnya disingkat BLU
adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk

untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat



(1)

(2)

(1)
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berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual
tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam
melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi
dan produktivitas.

Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral
pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus
menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk
memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan
organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien,
keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset
negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-
undangan.

Pengawasan Intern adalah suatu kegiatan pemberian
keyakinan dan konsultasi yang bersifat independen dan
objektif, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan
memperbaiki operasional BLU, melalui pendekatan yang
sistematis, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan
efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses
tata kelola BLU.

Satuan Pengawasan Intern BLU yang selanjutnya
disingkat SPI adalah unit kerja BLU yang menjalankan

fungsi Pengawasan Intern.

Pasal 2
Pemimpin BLU menetapkan Sistem Pengendalian Intern
pada BLU.
Sistem Pengendalian Intern sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan:
a. tercapainya efektivitas dan efisiensi kegiatan BLU;
b. keandalan dan integritas informasi keuangan dan
kinerja BLU;
c. pengamanan aset BLU;dan

d. ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pasal 3
Sistem Pengendalian Intern sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2 meliputi:
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(2)

(3)

(4)

lingkungan pengendalian;

o P

penilaian risiko;

c. aktivitas pengendalian;

d. sistem informasi dan komunikasi; dan

e. pemantauan pengendalian intern.

Pemimpin BLU menciptakan dan memelihara lingkungan

pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

a dengan disiplin dan terstruktur melalui:

a. penegakan integritas dan nilai etika;

b. komitmen terhadap kompetensi sumber daya
manusia,;

c. kepemimpinan yang kondusif;

d. pembentukan struktur organisasi yang sesuai
dengan kebutuhan;

e. pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang
tepat; dan

f.  penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat
tentang pembinaan sumber daya manusia.

Pemimpin BLU melakukan penilaian risiko sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b melalui:

a. identifikasi risiko; dan

b. analisis risiko.

Pemimpin BLU menyelenggarakan aktivitas pengendalian

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa

tindakan yang dilakukan dalam suatu proses

pengendalian terhadap kegiatan BLU pada setiap tingkat

dan unit dalam struktur organisasi BLU, melalui:

a. reviu kinerja BLU;

b. pengendalian atas perekrutan dan pembinaan
sumber daya manusia;

c. pengendalian atas pengelolaan sistem informasi;
pengendalian fisik atas aset;

e. penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran
kinerja;

f.  pemisahan fungsi;

g. otorisasi atas transaksi;



(S)
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h. pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas

transaksi dan kejadian;

i.  pembatasan akses atas sumber daya dan
pencatatannya,
j-  akuntabilitas terhadap sumber daya dan

pencatatannya; dan
k. dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian
Intern dan transaksi.
Pemimpin BLU menyelenggarakan sistem informasi dan
komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
dalam proses penyajian informasi mengenai kegiatan
operasional, keuangan, serta ketaatan terhadap
peraturan perundang-undangan, melalui:
a. penyediaan dan pemanfaatan berbagai bentuk dan
sarana komunikasi; dan
b. pembangunan, pengelolaan, pengembangan, dan
pembaharuan sistem informasi secara terus
menerus.
Pemimpin BLU melakukan pemantauan pengendalian
intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e
melalui proses penilaian terhadap kualitas Sistem
Pengendalian Intern pada setiap tingkat dan unit dalam
struktur organisasi BLU termasuk fungsi Pengawasan

Intern, sehingga dapat dilaksanakan secara optimal.

Pasal 4
Untuk memastikan efektivitas Sistem Pengendalian
Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, pemimpin
BLU membentuk SPI.
Penggunaan nama atau istilah SPI sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan

nomenklatur yang berlaku pada BLU bersangkutan.

Pasal 5

SPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 memiliki tugas

sebagai berikut:



